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PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Mll

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  penetapan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hirawati  binti  Pither.  P,  NIK  7324024605810002,  tempat  dan tanggal  lahir

Sorowako,  06  Mei  1981,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan tidak ada,  tempat kediaman di  Jl  Wekasa No.23,

Desa  Nikkel  Rt/Rw  007/001,  Kecamatan  Nuha,  Kabupaten

Luwu Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tajeni bin Tangkue,  NIK -,  tempat dan tanggal lahir  Sorowako, 14 Agustus

1968,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Karyawan

Swasta PT. Vale, tempat kediaman di Jl Wekasa No.23, Desa

Nikkel  Rt/Rw  007/001,  Kecamatan  Nuha,  Kabupaten  Luwu

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal  23  November

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register

perkara  Nomor  427/Pdt.G/2021/PA.Mll  tanggal  25  November  2021

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri  sah Tergugat, menikah pada hari

Jumat, tanggal 01 November 2002 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara, dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 268/02/X/2002  tertanggal 04 November 2002;  
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

ditempat kediaman orang tua Penggugat di  Jl. Tosalili No.1, Desa Nikkel.

Kecamatan  Nuha,  Kabupaten  Luwu  Timur selama  6  bulan,  setelah  itu

pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl Wekasa No.23, Desa

Nikkel Rt/Rw 007/001, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sampai

sekarang;  

3. Bahwa  kini  usia  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mencapai  19  Tahun,  telah  berhubungan  selayaknya  suami  istri,  dan

dikaruniai 3 anak yang bernama;     

3.1 Irnanda Kamila, Perempuan, Lahir tanggal, 21 Februari 2004;  

3.2 Dwi Anindita, Perempuan, Lahir tanggal, 27 Agustus 2006;  

3.3 Muh. Putra Maulidan, Laki-laki, Lahir tanggal, 09 Maret 2009;    

4. Bahwa  setelah  perkawinan  berlangsung,  hubungan  Penggugat

dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 Rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:    

4.1 Tergugat memiliki sifat tempramental;  

4.2 Tergugat selalu melakukan KDRT, menghancurkan barang-barang

yang  berada  dirumah  menggunakan  benda  tajam,  mengusir

Penggugat , mengancam Penggugat dan bahkan selalu mengucapkan

kata pisah;  

4.3 Bahwa  Tergugat  selalu  mempermalukan  Penggugat  di  depan

umum;    

5. Bahwa  akibat  dari  kejadian  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

telah pisah ranjang selama 1 minggu, namun masih satu rumah;  

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah

merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada

mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud

dan tujuan perkawinan; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Malili  cq.  Majelis  Hakim yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 
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PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tajeni bin

Tangkue) terhadap Penggugat (Hirawati binti Pither. P);  

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  ddan

Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata

sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa  dalam  persidangan,  Penggugat  memberikan  keterangan  yang

pada  pokoknya  Penggugat  mengajukan  permohonan  pencabutan  perkara,

karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara

yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini,  maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Penggugat  mengajukan

permohonan pencabutan perkara;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya,  pencabutan  perkara  dapat

dimohonkan oleh Penggugat, sepanjang tidak merugikan hak Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  pencabutan  dimaksud,

Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim

untuk mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk

menegaskan  pengakhiran  pemeriksaan  perkara,  Majelis  Hakim  memandang
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perlu  untuk  memerintahkan kepada Panitera  Pengadilan  Agama Malili  untuk

mencatatkan pencabutan permohonan a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara  a quo termasuk dalam bidang perkawinan,

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [vide:  Pasal  89 ayat (1)

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];

Mengingat  semua pasal  peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

427/Pdt.G/2021/PA.Mll dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).  

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Malili  yang  dilangsungkan  pada  hari Rabu,  tanggal  08

Desember  2021  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  03  Jumadil  Ula  1443

Hijriyah,  oleh  kami  Muh.  Yusuf,  S.H.I.,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Mufti

Hasan,  S.Sy.  dan  Fathur  Rahman,  S.Sy.,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Agama  Malili  Nomor  427/Pdt.G/2021/PA.Mll  tanggal  25  November  2021,

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  Hakim  Anggota  dan

dibantu  oleh Jamaluddin  S,  S.E.I.  sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Mufti Hasan, S.Sy. Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy. 

Panitera Pengganti,

                            

Jamaluddin S, S.E.I.   

Perincian Biaya Perkara:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendaftaran Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00
d. Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan

a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 125.000,00
b. Tergugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 125.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 370.000,00
Terbilang: tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.
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